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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan jaksa dalam 

memberikan bantuan hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Metode penelitian 

yang penulis gunakan adalah Yuridis empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan 

data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara, dan sumber data dari peraturan 

perundang - undangan yang berlaku, keputusan pengadilan, jurnal ataupun artikel 

dan teori konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka. Hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya peran jaksa pengacara 

negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di awali 

dengan surat permohonan dari instansi yang memerlukan bantuan hukum terlebih 

dahulu. kemudian Kepala Sub Seksi Perdata membuat laporan / Telahan 

permohonan yang diajukan oleh pemohon, dan mengusulkan nama-nama tim 

Jaksa Pengacara Negara dalam konsep surat kuasa khusus, kemudian surat kuasa 

khusus untuk diserahkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. 

Setelah Kepala Kejaksaan Tinggi menerbitkan surat kuasa khusus yang 

didalamnya terdapat nama-nama jaksa yang ditunjuk sebagai tim Jaksa Pengacara 

Negara maka sehari setelah surat kuasa khusus tersebut diterbitkan maka jaksa 

yang telah ditunjuk harus membuat telahan yang selanjutnya di berikan kepada 

Kepala Sub Seksi Perdata kemudian diteruskan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa 

Timur untuk ditandatanganinya agar tim Jaksa Pengacara Negara dapat 

melakukan tugas dan kewenangannya. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa 

Pengacara Negara dalam pemberian bantuan hukum yaitu seperti perhitungan 

kerugian negara oleh instansi Badan pengawas keuangan yang membutuhkan 

waktu lama, dan tidak lengkapnya informasi dan berkas dari klien yang 

disampaikan kepada tim jaksa pengacara negara sehingga membutuhkan waktu 

yang cukup lama dalam proses penyelesaian bantuan hukum ini. Upaya yang 

harus dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam mengatasi kendala tersebut 

ialah bekerja sama dengan BPK dengan cara terus berkoordinasi antara tim jaksa 

pengacara negara dengan pejabat BPK, serta berkas yang harus lengkap dari klien 

sebelum proses pengadilan berjalan. karena sering kali dalam pelaksanaannya 

proses bantuan hukum litigasi tim jaksa pengacara negara tidak membawa berkas 

yang lengkap saat di tanya oleh Hakim di pengadilan. 

Kata Kunci : Kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara, Bantuan Hukum. 
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